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: a. bahwa berdasarkan asesmen Direktorat Jenderal
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Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
Republik Indonesia, program akreditasi
penjaminan mutu yang sudah berjalan sejak
tahun 2014 perlu ditingkatkan system dan
pclaksanaannyva;

bahwa untuk itu perlu dibuat program lanjutan
yang berkesinambungan dan dirumuskan menjadi
Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh
(AMPUH} Di Lingkungan Peradilan Umum pada
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

bahwa pelaksanaan program Sertifikasi Mutu
Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di
Lingkungan Peradilan Umum tersebut harus
selaras dengan seluruh kebijakan yang
diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan
dan kinerja pengadilan di Lingkungan Peradilan
Umum pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

bahwa berdasarkan point a, point b, dan peint ¢ di
atas, perlu ditetapkan Admin Sertifikasi Mutu
Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) pada
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomeor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pclayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomeor
2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal;

S.Peraturan...
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5. Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birckrasi Republik
indonesia Nomor 14 ‘Tahun 2017 tentang
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi DBirokrasi Repubiii
Indonesia Nomeor 9 Tahun 2022 tentang

Evaiuasi Reformasi Birokrasi;
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8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Repubiik Indonesia NOIMo7
KMA/O32/SK/II/2006 tentang Pemberiakuan
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10. Surat Keputusan Xetua ahlktama Agung
KRepublik indonesia Nomor 2-
144 JKMA /SK /VII1 /2022 tentang Qtandar

Pelayanan informasi Publik di Pengadiian;

11, Peraturan Sekretaris Mahkamah Agiing
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12. Surat Keputusan Direkiur Jenderal Badan
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Sertifikasi Mutu Peradiian Unggui dan Tangguh
(AMPUIH);

i3. Surat Keputusan Direktur Jenderai Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik
indonesia Nomor 142/DJU/8SK.0T1.6/1i/2024
Tentang Pemberlakuian  Program  Sertifikasi
Mutu Fengadiian Unggui dan Tanggull (A I puilj
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Menugaskan kepada nama sebagaimana vang tercantum
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dalain Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan
tangeung jawab sebagai Admin Se rtlf' kasi Mutu Peradilan
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